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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Pada hari-harinya semua makhluk hidup terutama manusia pasti akan 

dihadapkan dengan banyak risiko yang mungkin bisa ditanggung maupun tidak. 

Risiko yang tidak diinginkan pastinya akan menimbulkan kerugian sehingga untuk 

mengurangi kerugian yang akan terjadi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Seseorang yang takut akan munculnya risiko tersebut dapat melakukan 

penanggulangan seperti menabung, apabila risiko yang terjadi dapat ditutupi 

dengan uang yang telah ditabung sebelumnya. Selain itu, individu mempunyai 

pilihan lain dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak luar. Dengan 

mengalihkan risiko kepada pihak luar, individu yang mengeluarkan uang yang 

nantinya dapat digunakan sebagai pengganti kerugian atas risiko yang akan terjadi. 

Pihak yang dapat membantu masyarakat untuk mengumpulkan dana dan menerima 

pengalihan risiko yang mungkin akan terjadi adalah pihak asuransi.1  

Menurut Rianto asuransi adalah sebuah produk sebagaimana perlindungan 

untuk pihak tertanggung jika pihak tertanggung mengalami kerugian di masa 

periode yang telah disepakati yang di mana pihak tertanggung akan membayar 

premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Pihak penanggung akan 

membayarkan klaim apabila pihak tertanggung mengalami kerugian sesuai dengan 

 
1 Harianto, D. dan M. Mulhadi, Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak 

Asuransi yang Dilakukan Penanggung, Jurnal Arena Hukum Vol. 15 No. 1, Edisi Juli, 2022, hlm 

66. 
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kerugian yang sudah tertera pada perjanjian asuransi yang diambil oleh pihak 

tertanggung.2  

Perusahaan asuransi adalah solusi yang digunakan orang untuk mengambil 

asuransi dan menggunakannya untuk membantu mereka mempersiapkan diri 

menghadapi risiko dan kerugian yang tidak diinginkan yang muncul. Salah satu 

jenis asuransi yang sering dibeli masyarakat Indonesia adalah asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa bukanlah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Produk asuransi jiwa bersifat unik karena pembelian dilakukan pada awalnya dan 

manfaat yang ditawarkan kemudian digunakan sesuai dengan kontrak asuransi. 3 

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa 

pertanggungan atau perlindungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung 

berjanji untuk mengganti setiap kerugian, kerusakan atau kehilangan penghasilan 

yang diharapkan yang mungkin diderita tertanggung dengan menerima premi 

asuransi karena kejadian yang tidak terduga. Sedangkan Pasal 1 UU No.14 Tahun 

2014, pertanggungan dipahami sebagai suatu perjanjian antara kedua belah pihak, 

dimana penanggung dan tertanggung menjadi dasar bagi perusahaan perasuransian 

untuk menerima pembayaran pertanggungan untuk melakukan pembayaran 

sehubungan dengan meninggalnya tertanggung atau diasuransikan dan manfaat 

seumur hidup dan manfaat ditentukan dari hasil pengelolaan data. 

Pasal 247 KUHDagang menyatakan bahwa pertanggungan yang dicakup oleh 

pertanggungan meliputi apa yang lazim disebut pertanggungan kerugian, karena 

 
2 Al Alif, M. Nur Rianto, Pemasaran Strategik Asuransi Kesehatan Pendidikan Jiwa, 

Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hlm 42. 
3  Rahadat, B. Alfin dan K. Endro Suryono, Tanggung Jawab Hukum PT Jiwasraya 

Terhadap Nasabah, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3 No. 2, Edisi September, 2020, hlm 49. 
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antara lain meliputi resiko kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian 

yang tidak dipanen, atau kerusakan yang dipertanggungkan. Jiwa adalah salah satu 

jenis jaminan, juga dikenal sebagai asuransi jiwa atas risiko laut dan perbudakan, 

risiko yang akan terjadi, transportasi darat, jaminan sungai dan sungai. Pasal 247 

KUHD terutama mengatur asuransi jiwa dan asuransi non jiwa.4 

Karena wabah Covid-19 pada tahun 2020, banyak masyarakat sakit dan bahkan 

sampai kehilangan nyawa yang pada akhirnya mendorong masyarakat Indonesia 

untuk memiliki asuransi. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menyatakan bahwa terjadi penerobosan baru yang ada di industri asuransi nasional, 

di mana terjadi peningkatan sebesar 3.11% pada Juli 2021. Angka tersebut 

mengalami peningkatan dibanding pada akhir tahun 2020 yaitu mencapai 2.92%. 

OJK juga mencatat perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk 

membeli asuransi karena merupakan asuransi digital terdistribusi yang akan 

mencapai 6 triliun rupiah mulai Juli 2021.5 

PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi milik BUMN, bermasalah antara 

2018 dan 2019, melaporkan perusahaan tidak membayar pelanggannya. PT 

Asuransi Jiwasraya tidak membayar polis nasabah tidak membayar nasabahnya 

Sejak tahun 2015 mereka telah meluncurkan produk Tabungan Jiwasraya dimana 

produk JS menarik investor dan perusahaan asuransi Jiwasraya menawarkan produk 

terbaik dengan risiko rendah namun menguntungkan dengan tingkat yang sangat 

 
4 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000, 

hlm 89. 
5  Reziana Np, Terus Meningkat, Premi Insurtech Capai Rp6 Triliun Per Juli 2021, 

https://infobanknews.com/terus-meningkat-premi-insurtech-capai-rp6-triliun-per-juli-2021/amp/, 

2021, diakses 3 Oktober 2022. 
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besar 6-11% hanya dalam satu tahun. Akibat penawaran yang sangat menggiurkan 

dari PT Asuransi Jiwasrya ini, para investor berbondong-bondong ingin 

menginvestasikan dana mereka pada asuransi Jiwasraya dengan harapan mereka 

dapat memperoleh bunga yang tinggi dalam waktu yang dapat dikatakan singkat.  

Akhirnya, PT Asuransi Jiwasraya berhasil memperoleh dana kelolaan dari 

nasabah yang sangat tinggi dengan produk tawarannya. Sehingga perusahaan 

melakukan strategi untuk lebih berfokus dalam menjalankan investasi kepada 

perusahaan dengan dana pengembalian yang lebih besar di atas 24% dalam satu 

tahun. PT Asuransi Jiwasraya juga melakukan kolaborasi dengan manajemen 

investasi ternama seperti PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Hanson Internasional 

Tbk, PT Jasa Capital Asset Management Tbk, Dan lain-lain. Tetapi, celakanya 

adalah PT Asuransi Jiwasraya diduga melawan hukum pada saat menjalankan 

proses penginvestasian asetnya. Kemudian Jiwasraya akhirnya mengalami masalah 

gagal bayar akibat tindakannya tersebut mereka tidak bisa memenuhi kewajiban 

mereka untuk memenuhi hak nasabah yang sudah jatuh tempo pada saat itu. 

Nasabah Jiwasraya merupakan pihak yang paling dirugikan, nasabah Jiwasraya 

tentu mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang tidak mereka dapati dari 

Jiwasraya. Nasabah Jiwasraya sebagai pemegang polis asuransi tentu tidak 

mengetahui apa yang perlu dilakukan apabila mendapatkan persoalan mengenai 

perusahaan asuransi yang pilih ternyata mengalami kegagalan bayar yang di mana 

seharusnya perusahaan Jiwasraya Ini menyerap kerugian mereka. Permasalahan 
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tentang perusahaan asuransi pada tahun tersebut juga jarang terdengar dan pastinya 

nasabah tentu bingung akan adanya permasalahan tersebut.6 

Pada Tahun 2018 akhir perusahaan Asuransi Jiwasraya ini mengalami 

permasalahan terhadap tekanan likuiditas yang menjadi penyebab terlambatnya 

proses pencairan klaim asuransi terhadap pemegang polis. Di tahun 2018 ini 

perusahaan Asuransi Jiwasraya tercatat mengalami penunggakan pembayaran 

kepada 711 polis produk bancassurance sebesar Rp 802 miliar dan pada tahun 2019. 

Selain itu, Perusahaan Asuransi Jiwasraya tercatat terhutang dengan nilai bunga 

sebesar Rp 96,58 miliar untuk membayar klaim 1.286 pemegang polis. 

Dan pada Tahun 2019 Asuransi Jiwasraya juga mengalami ketidakmampuan 

membayarkan klaim asuransi yang disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi 

karena kesalahan berivenstasi yang dilakukan pada tahun 2007 sampai 2012, ketika 

perusahaan menginvestasikan dananya dalam perjanjian pembelian kembali saham 

(pembelian kembali adalah pinjaman yang diberikan oleh dana dalam bentuk 

subprime dan saham berisiko tinggi). Perusahaan mengalami masalah dimana 

modalnya lemah dan harga saham turun, sehingga perusahaan tidak dapat menjual 

saham yang mewakili nilai pinjaman karena nilainya turun7. 

Namun, kabar pailitnya PT Asuransi Jiwasraya membawa dampak negatif yang 

sangat besar, mengingat PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan publik, nasabah 

yang terkena dampak membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh 

 
6 Elahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas 

Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya, Studi Perlindungan Nasabah,Vol 8. No. 2, Edisi Maret,  2020, 

hlm 304. 
7 Jeklin, A., Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di 

Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Jurnal Universitas 

Islam Negri, Vol 6. No. 1, Edisi Juli, 2016, hlm 16. 
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karena itu, perlu dilakukannya penelitian ini karena penelitian ini untuk mengetahui 

tentang proses penyelesaian hukum asuransi terhadap nasabah pemegang polis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN HUKUM PT 

ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS 

DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”. 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang perlu di bahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap 

pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi? 

2. Bagaimanakah pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya 

setelah penyelesaian hukum tersebut? 

C.   Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian hukum PT Asuransi 

Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan 

wanprestasi. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak pemegang polis oleh PT 

Asuransi Jiwasraya setelah penyelesaian hukum tersebut. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.    Manfaat Teoritis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi manfaat teoritis yang 

menjadi informasi serta pengetahuan ilmu hukum bagi pembaca agar pembaca 

memahami informasi serta ilmu hukum bidang asuransi. Serta bisa menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa lebih dikembangkan lagi.  

2.    Manfaat Praktis 

Manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat adalah masyarakat yang 

menjadi debitur diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi 

atau masukan dalam hal pengetahuan untuk mendalami risiko perasuransian, 

sehingga apabila pembaca memutuskan ingin mengambil asuransi sesuai 

keinginan, masayarakat bisa mengetahui risiko serta tanggung jawab perusahaan 

asuransi di Indonesia dikarenakan perusahaan asuransi merupakan pihak 

penanggung dari asuransi yang dipilih masyarakat. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ditentukan sedemikian rupa sehingga pembahasan tidak 

melampaui judul dan rumusan pertanyaan. Kajian ini hanya mempertimbangkan 

tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis 

berdasarkan UU No. 2014. 40 untuk asuransi tahun 2014. 
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F.   Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah gambaran teori yang melandasi pemikiran ketika 

melakukan penelitian dan menjelaskan teori yang digunakan untuk mempelajari 

suatu masalah. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa landasan teori, 

yaitu: 

1.    Teori Perjanjian 

Dalam buku KUHPerdata yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdata berisi perjanjian 

yang didefinisikan di mana kontrak adalah tindakan oleh satu orang terhadap satu 

atau lebih orang.8 Adapun syarat sahnya pernjanjian yang terdapat dalam Pasal 

1320 KUHPerdata yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a.    Adanya Kesepakatan 

Kesepakatan artinya kedua belah pihak yang telah melakukan sebuah 

perjanjian telah menyetujui, mengiyakan, dan saling menghendaki keinginan yang 

sama-sama menguntungkan pihak tersebut. Kesepakatan yang ada, dapat dikatakan 

tidak terwujud apabila hanya diinginkan salah satu pihak saja ataupun adanya 

paksaan dari salah satu pihak yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat 

kesepakatan tersebut.  

b.    Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan 

Pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan wajib memiliki kecakapan 

dalam membuat perjanjian yang menjadi syarat umum dalam melaksanakan 

 
8 Sembiring, Sentosa, Hukum Asuransi, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm 5. 
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perbuatan hukum secara sah. Pembuat perjanjian  harus sudah dewasa, memiliki 

akal pikiran yang sehat, dan tidak diberikan larangan dari suatu perundang-

undangan untuk melaksanakannya. Orang yang mampu dalam pembuat perikatan 

ini adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan sudah pernah kawin, di mana 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Pasal 7, pria dan wanita masing 

masing yang sudah berumur 19 dan 16 tahun. Orang yang dalam keadaan tidak 

sehat ingatan, pemboros, dan wanita bersuami tidak termasuk orang yang cakap 

karena dalam pengadilan mereka diputuskan di bawah pengampunan.  

c.    Suatu Hal Tertentu 

Dinyatakan pada Pasal 1333 KUHPerdata bahwa pada perjanjian tertentu harus 

memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan Dalam perjanjian, apa 

yang menjadi objeknya harus jelas, dengan tujuan agar perjanjian dapat 

dilaksanakan dengan baik.9 Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini dapat 

berakibat batal demi hukum lalu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. 

d.    Kausa Hukum Yang Halal 

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan dilarang jika bertentangan dengan 

hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak yang tidak sesuai dengan kausa 

halal mengharuskan pemutusan kontrak. Untuk dapat menyatakan hal tersebut 

maka diperlukan putusan pengadilan. 

 
9 Shadrin, Syarafina, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Pemegang 

Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Jurnal 

Universitas Islam Negri, Vol. 8 No. 54, Edisi Juli, 2020, hlm 54. 
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Dalam Pasal 246 KUHD dimana dikatakan bahwa asuransi itu merupakan 

suatu perjanjian yang dimana satu orang mengikatkan diri kepada pihak lain yang 

tertanggung dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian mengartikan bahwa perasuransian itu merupakan perjanjian antara 

dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan juga pihak pemegang polis dengan syarat 

pemegang polis harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi dan juga 

sebaliknya, perusahaan asuransi akan mengeluarkan dana apabila pemegang polis 

menyatakan klaim pada perusahaan asuransi sesuai syarat dan ketentuan perjanjian 

yang telat disetujui oleh kedua belah pihak.10 

2.    Teori Perlindungan Hukum 

Asal mula teori pembelaan hukum ini berasal dari teori hukum kodrat atau 

mazhab hukum kodrat. Menurut hukum yang sebenarnya yaitu alam, hukum 

dikatakan berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan 

moralitas tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran pemikiran ini percaya bahwa 

hukum dan moralitas adalah refleksi dan resep internal dan eksternal dari kehidupan 

manusia yang diungkapkan melalui hukum dan moralitas. 11. Perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya yang ditujukan untuk membela hak dan memberikan 

dukungan agar saksi dan/atau korban merasa aman. Dalam rangka perlindungan 

masyarakat, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat dilakukan dalam 

 
10 Elfahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas 

Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Studi Perlindungan Nasabah, Vol. 8. No. 2, Edisi 

Juli 2021, hlm 308. 
11 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53. 
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berbagai bentuk, seperti ganti rugi, kompensasi, perawatan kesehatan, bantuan 

hukum, metode kompensasi dan hak untuk memulihkan situasi yang adil 12. 

Menurut Satijipto Rahardjo, tujuan penegakan hukum adalah untuk 

melindungi hak asasi tiap individu yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan 

perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak hukum. Hukum tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga dapat 

diprediksi dan mampu bertindak untuk mencapai perlindungan aktif. Hukum 

diperlukan untuk pelaksanaan keadilan sosial oleh mereka yang secara sosial, 

ekonomi dan politik lemah dan belum kuat 13. 

Menurut Phillipus M. Hadjon, penegakan hukum adalah tindakan preventif 

dan represif pemerintah. Pemulihan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya 

perselisihan dengan mengarahkan tindakan diskresioner yang wajar oleh 

pemerintah, sementara pemulihan represif bertujuan untuk menyelesaikan 

perselisihan, termasuk ajudikasi oleh pengadilan 14. 

Penegakan berarti melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menegakkannya melalui hukuman. Perlindungan 

hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: 

a. Tindakan pencegahan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk 

mencegah kesalahan sebelum terjadi. Ini termasuk dalam ketentuan undang-

 
12 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984, hlm 133. 
13 Ibid. Hal 54 
14  Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya: 1987. hlm.29. 
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undang untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan panduan atau 

tanggapan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban.. 

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif adalah upaya 

terakhir berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan 

dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran 15. 

3.    Teori Tanggung Jawab 

Prinsip dasar pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban didasarkan 

pada rasa bersalah, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas fakta bahwa 

seseorang melakukan kesalahan karena menyebabkan kerugian pada orang lain. 

Tanggung jawab dapat dibagi menjadi berbagai gugatan, yang dapat dibagi menjadi 

beberapa teori 16 

a. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan 

sengaja. Tersangka dalam kasus tersebut secara sadar telah melakukan 

perbuatan yang merugikan pihak tersebut, namun tersangka sudah 

mengetahui terlebih dahulu apa resikonya. 

b. Tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian 

terdakwa. Terdakwa terikat oleh  moral-hukum berdasarkan rasa bersalah. 

c. Tanggung jawab mutlak atas tindakan ilegal tanpa kesalahan. Tergugat 

melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, di mana apabila hal 

 
15 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, 
16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

1999, hlm 12. 
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tersebut merupakan bukan kesalahan dari tergugat, tergugat tetap 

bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. 

4.    Teori Pertanggungan 

Menurut R. Ali Ridho, menyatakan bahwa pertanggungan dalam  penelitiannya 

adalah asuransi merupakan perjanjian yang telah dibuat oleh penanggung bersama 

tertanggung. Penanggung pada asuransi merupakan perusahaan yang memberikan 

jasa asuransi. Jadi, perusahaan asuransi telah menerima premi setiap periode yang 

telah ditentukan  dan akan memberikan biaya kerugian sejumlah nominal yang telah 

disepakati dalam perjanjian kepada tertanggung yang merupakan nasabah 

perusahaan asuransi. Apabila peristiwa yang telah tertera dalam perjanjian maka 

pihak nasabah akan menerima dana ganti rugi dari perusahaan asuransi untuk 

menutupi kerugian yang ada. 17 

Hak dan kewajiban akan berjalan sebelum pertanggungan kedua belah pihak 

dipenuhi. Nasabah asuransi atau tertanggung membayarkan premi atau 

kewajibannya dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya 

peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, risiko yang timbul dapat ditanggung 

oleh penanggung atau pihak asuransi di mana penanggung akan membayarkan 

sejumlah uang untuk mengganti rugi pihak tertanggung. Sedangkan, jika pihak 

tertanggung tidak membayarkan premi atau kewajiban mereka dalam periode yang 

ditentukan, maka mereka tidak akan mendapatkan penanggungan dari pihak 

penanggung. Apabila terjadi kerugian kepada pihak tertanggung, pihak penanggung 

 
17 Sudikno Martokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 20. 
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tidak dapat membayar kerugian yang telah terjadi diakibatkan pihak tertanggung 

tidak menjalankan kewajibannya.18 

G.   Metode Penelitian 

1.    Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, yakni penelitian yang 

berfokuskan dengan tujuan meringkas penerapan norma-norma dalam hukum 

positif yang akan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 

2.    Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Statue Approach atau Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan 

perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganilisis pengaturan 

yang bertolakbelakang dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

b. Case Approach atau Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang sedang terjadi.19 

 
18  Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Citra Aditya Bakti, 

1990, hlm 8.   
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005, hlm 136.   
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3.    Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa perundang 

undangan, yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, 

hasil karya ilmiah dari pakar hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti skripsi, jurnal, website dan 

lainnya. 

4.    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan yang digunakan menggunakan studi pustaka, yakni 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 
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relevan seperti data dari buku, jurnal, berita terpercaya maupun sumber kredibel 

yang sesuai dengan topik penelitian ini. Analisis yang digunakan merupakan 

analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah analisis yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada. 20  Kumpulan data seperti 

dokumen atau sumber data tertulis yang akan diolah dan dianalisis secara deduktif 

dan dikaitkan dengan norma hukum dan teori hukum yang ada. 

5.    Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika induktif digunakan 

untuk menarik kesimpulan, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat umum 

atau umum. Dengan demikian, penalaran ini melampaui fakta yang terbatas dan 

konkret dan mengarah pada pernyataan yang kompleks dan umum. Penarikan 

kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan data yang diambil melalui buku dan 

jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil 

akhir dari penelitian. 

 

 

 

 
20 Mestika Zed, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 

11.   
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